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Abstract 

 The aim of this research is to describe and analyze the implementation of the Personnel Management 

Information System (SIMPEG) in the Pekanbaru City Personnel and Human Resources Development Agency 

(BKPSDM) and to find out what are the obstacles in implementing the Personnel Management Information 

System (SIMPEG) in the Personnel and Resources Development Agency Pekanbaru City Human Resources 

(BKPSDM). The location of this research was carried out at the Pekanbaru City Personnel and Human Resources 

Agency (BKPSDM) in the Tenayan Raya Office Complex. The type used in this research was descriptive research 

with a qualitative approach. Based on the research results it was found that the implementation of the Personnel 

Management System (SIMPEG) in The Pekanbaru City Personnel and Human Resources Development Agency 

(BKPSDM) has not provided full benefits to Pekanbaru City. 

Keywords: Implementation, Personnel Information System. Pekanbaru City 

 
Abstrak 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan Sistem 

Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru serta untuk mengetahui apa saja hambatan dalam 

penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Dan 

Pengembangan  Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru. Lokasi penelitian ini dilaksanakan 

di Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru di Komplek 

Perkantoran Tenayan Raya.. Tipe yang di gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa penerapan Sistem 

Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru. 

Kata kunci : Penerapan, Sistem Informasi Kepegawaian. Kota Pekanbaru 
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Pendahuluan 

Salah satu kebijakan penting yang dilakukan untuk menghadapi semakin luasnya 

pekerjaan dan beban tugas administrasi negara di Indonesia adalah pengembangan organisasi 

melalui komputerisasi di dalam organisasi pemerintah daerah. Komputerisasi diharapkan 

dapat meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah daerah sekaligus menampung 

semakin banyaknya kebutuhan pengolahan data untuk pelayanan public. Pada awalnya 

semua proses pengolahan data pada setiap instansi pemerintah daerah menggunakan sistem 

manual sehingga hal ini berdampak pada kurang efektifnya kinerja atau kegiatan pada 

instansi tersebut. Pemanfaatan komputerisasi dan teknologi informasi dalam berbagai aspek 

pengelolaan informasi dalam setiap instansi akan menghasilkan efisiensi yang ditunjukkan 

oleh kecepatan dan ketepatan waktu pemrosesan serta ketelitian dan kebenaran informasi 

(validitas) yang dihasilkan. Hal ini berkaitan dengan penggunaan perangkat keras komputer 

(hardware), program aplikasi pendukung (software), perangkat komunikasi dan internet 

sebagai sarana pengelolaan informasi (Saputra, 2011). 

 Penyelenggaraan pemerintahan baik di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah 

melibatkan Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan 

PNS adalah Pegawai yang melaksanakan tugas di Pemerintahan Republik Indonesia. 

Pemerintahan melakukan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut 

Manajemen Kepegawaian yakni pengelolaan kepegawaian guna menghasilkan Pegawai yang 

profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik 

korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam  rangka meningkatkan manajemen Pegawai Negeri 

Sipil yang sejalan dengan peningkatan kinerja maka dilakukan  beberapa upaya manajerial 

salah satunya dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

 Keberadaan sistem teknologi dan informasi menajdi hal yang sangat penting bagi 

instansi dalam pemerintahan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas informasi yang 

dikelolanya. Dalam rangka peningkatan kinerja tersebut maka terdapat teknologi informasi 

yang kini dikembangkan dilingkungan pemerintahan yakni Sistem Informasi Pegawai 

(SIMPEG). Pengembangkan Sistem Informasi Pegawai yang disingkat dengan SIMPEG 

dilakukan secara berkesinambungan untuk mendukung kinerja pemerintahan khususnya 

pemerintahan daerah sekaligus pula untuk menjadi acuan informasi kepegawaian. Adanya 

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian ini diharapkan dapat memberikan dampak 

terhadap peningkatan kinerja pemerintah dan membantu dalam manajemen Pegawai Negeri 

Sipil. 

 Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disebut SIMPEG 

diterapkan pada pemerintahan Kota Pekanbaru. Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) adalah 

rangkaian informasi dan data Pegawai Pemerintahan Kota Pekanbaru yang disusun secara 

sistematik, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang berfungsi 

menjalankan proses bisnis dan menghasilkan informasi yang berguna dalam pelaksanaan 

manajemen kepegawaian. SIMPEG mulai diberlakukan sejak tahun 2019 di lingkungan 

pemerintahan daerah Kota Pekanbaru mengacu pada peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 

158 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi Kepegawaian Daerah. 

 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 158 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Teknologi 

Informasi Kepegawaian Daerah  menyebutkan aplikasi SIMPEG bertujuan untuk 

mewujudkan pengelolaan, pemanfaatan data dan informasi kepegawaian secara optimal. 
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Aplikasi SIMPEG pada Pemerintahan kota Pekanbaru juga diselenggarakan dalam rangka 

mewujudkan sistem informasi kepegawaian yang mampu mendukung pelaksanaan 

manajemen kepegawaaian secara optimal. 

Aplikasi SIMPEG mudah untuk digunakan, cukup dengan mengetahui pengetahuan 

dasar mengenai software maka penggunanya dapat mengakses fitur yang ada pada aplikasi 

tersebut. Aplikasi SIMPEG ini telah dilengkapi dengan buku panduan/pedoman penggunaan 

bagi penggunanya yakni Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru. 

Panduan ini diterbitkan pertama kali bersamaan dengan diluncurkannya aplikasi SIMPEG 

tersebut. Buku panduan penggunaan aplikasi SIMPEG ini untuk menjadi referensi bagi 

pengguna SIMPEG dilingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru. Dengan adanya buku ini 

akan menjadi penuntun untuk membantu memahami pengoperasian SIMPEG, sekaligus 

melihat secara luas fitur-fitur yang sudah tersedia. Pada dasarnya aplikasi SIMPEG di Kota 

Pekanbaru terdiri atas dua jenis yakni aplikasi SIMPEG berbasis web dan SIMPEG berbasis 

android. Kedua aplikasi tersebut saling terhubung dimana aplikasi SIMPEG berbasis web 

berfungsi sebagai input data secara keseluruhan sedangkan aplikasi SIMPEG berbasis android 

dapat digunakan untuk output atau mengisi beberapa data tertentu saja.  

Aplikasi SIMPEG di Kota Pekanbaru meliputi data pegawai, peta jabatan, kinerja dan 

permohonan. Data pegawai terdiri dari data pokok, data riwayat. Data Pokok adalah data 

pendukung yang memuat unsur data identitas pribadi Pegawai yang bersifat statis. Data 

Riwayat adalah data yang memuat unsur perkembangan data individu, akademis, maupun 

jenjang karier Pegawai yang bersifat dinamis. Data Pegawai adalah informasi yang berisikan 

Data pokok dan Data Riwayat secara keseluruhan baik individu maupun kolektif yang berasal 

dari hasil proses bisnis internal dan/atau sumber eksternal yang dapat 

dipertanggungjawabkan.  

 Untuk fitur peta jabatan berisi analisa jabatan dan peta jabatan. Analisa jabatan 

mencakup riwayat analisis jabatan pegawai dan peta jabatan merupakan letak atau posisi 

jabatan yang diemban pegawai. Selanjutnya menu kinerja ini merupakan menu yang terdiri 

dari target dan capaian kinerja. Pegawai harus menginput data target kinerja diawal tahun 

kemudian capaian kinerja dapat diisi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian untuk 

fitur permohonan terdiri dari beberapa submenu lagi seperti pengurusan cuti, kenaikan gaji 

berkala, pensiun dan penghargaan satya lencana.  

 Jika dilihat dari kompleksnya menu yang ada pada aplikasi SIMPEG menandakan 

bahwa aplikasi ini terus berkembang. Seiring berjalannya waktu terdapat beberapa perubahan 

pada aplikasi SIMPEG. Perubahan tersebut terjadi pada fitur-fitur yang ada dalam aplikasi 

SIMPEG. Pada awal pertama diluncurkan aplikasi SIMPEG hanya terdiri dari dua pilihan 

menu yakni kinerja dan data pegawai. Namun seiring berjalannya waktu terus mengalami 

perkembangan dalam fitur-fitur aplikasi SIMPEG.  

 Aplikasi SIMPEG dikelola oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru merupakan instansi yang  memiliki tugas dan 

fungsi sebagai penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru selalu berkomitmen untuk melaksanakan 

pengelolaan sumber daya aparatur yang menekankan hak dan kewajiban individual pegawai 
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menuju perspektif baru manajemen pengembangan sumber daya manusia secara strategis 

(strategic human resource management) agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara 

unggulan.  

 Aplikasi SIMPEG merupakan salah satu strategi pada Rencana Strategis (Renstra) 

Tahun 2023-2026 dalam rangka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian 

Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru dan untuk mencapai Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru. Arah kebijakan bertujuan agar Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pekanbaru.  

Selain pada Renstra, aplikasi SIMPEG juga tercantum pada RENJA 2022 dimana 

terdapat indikator kegiatan “Pengembangan Aplikasi SIMPEG” yang menunjukkan selama 3 

tahun terakhir selalu terjadi pengembangan dan menunjukkan capaian 100%. Selanjutnya 

dilakukan juga review dan monitoring terhadap fungsionalitas aplikasi SIMPEG oleh 

BKPSDM dengan hasil : 

1. Daftar menu aplikasi SITAWA, tampilan profil ASN, Biodata Pribadi, data keluarga, 

riwayat pekerjaan, riwayat pengalaman, riwayat pendidikan dan pelatihan, riwayat 

kompetensi, riwayat kinerja, riwayat kedisiplinan dan riwayat cuti ditampilkan dengan 

benar. 

2. Daftar menu aplikasi SIJALA, menu validasi pengajuan kenaikan gaji berkala dapat 

ditampilkan dengan benar dan pembubuhan tanda tangan elektronik berhasil dilakukan, 

tampilan rincian data kenaikan gaji berkala dapat ditampilkan. 

3. Daftar menu aplikasi SIPIJAR, menu pengajuan izin belajar dan menu validasi pengajuan 

izin belajar dapat ditampilkan dengan benar dan pembubuhan tanda tangan elektronik 

berhasil dilakukan. 

4. Daftar menu aplikasi SEPAKAT, menu dashboard (jumlah usul. Jumlah btl dan jumlah 

proses) dan menu monitoring berkas dapat ditampilkan dengan benar. 

5. Daftar menu aplikasi SITALA, menu data diri dan menu pengajuan satyalencana dapat 

ditampilkan dengan benar. 

6. Daftar menu aplikasi SICUTI, menu data pegawai dan menu pengajuan cuti dapat 

ditampilkan dengan benar. 

7. Daftar menu aplikasi SIPENSI, menu dashboard, menu usulan OPD, menu terima berkas 

MPP, menu proses BKPSDM sub menu pengantar pensiun dan sub menu SK selesai, 

menu pengaturan dan menu monitoring berkas dapat ditampilkan dengan benar. 

8. Daftar menu aplikasi E-LEARNING, menu log aktivitas dan menu koleksi E-learning 

dapat ditampilkan dengan benar. 

9. Daftar menu aplikasi FAQ dapat ditampilkan dengan benar. Admin yang ditunjuk bisa 

mengisi pertanyaan dan jawaban pada setiap menu. 

10. Daftar menu aplikasi SCAN QR code dapat berfungsi dengan baik. 

11. Daftar menu aplikasi E-TAKAH, menu input berkas, menu upload dokumen, menu 

download dokumen, menu cari NIP pegawai dapat ditampilkan dengan benar dan 

berfungsi baik. 
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12. Dalam aplikasi SIMPEG dapat menampilkan peta jabatan, struktur organisasi dan 

realisasi kinerja pegawai secara real time. 

13. Perlu penyesuaian pada template aplikasi SIMPEG agar lebih ramah pengguna dan dapat 

menyesuaikan dengan framework aplikasi lainnya, sehingga integrasi antar aplikasi 

kepegawaian lebih mudah. 

14. Perlu melakukan integrasi kerja dengan aplikasi E-kinerja untuk mengisi kinerja pada 

SIMPEG. 

  Pada dasarnya penggunaan aplikasi SIMPEG ini harus mampu dipahami oleh seluruh 

pegawai dilingkungan Kota Pekanbaru. Penerapan SIMPEG dilingkungan Kota Pekanbaru 

adalah selama 3 tahun terakhir masih menemui beberapa kendala. Hal ini disampaikan oleh 

Pak Irfan selaku Kasub Bidang Data dan Informasi BKPSDM Kota Pekanbaru diantaranya 

kendala tersebut dan menjadi fenomena pada penelitian ini yakni : 

1. Teridentifikasi dari sisi manfaat bahwa Aplikasi SIMPEG belum memberikan manfaat 

sepenuhnya kepada penggunanya yakni pegawai di lingkungan  BKPSDM Kota 

Pekanbaru karena belum seluruh kepengurusan kepegawaian dapat dilakukan 

melalui aplikasi ini. 

2. Teridentifikasi dari sisi efisiensi dapat dilihat bahwa Aplikasi SIMPEG belum efisien 

sebagai aplikasi kepegawaian.  Hal ini terlihat dimana Aplikasi SIMPEG belum 

terintegrasi dengan aplikasi E-Kinerja oleh Badan Kepegawaian Nasional sehingga 

dalam hal pencapaian kinerja pegawai masih menginput pada masing-masing 

aplikasi. 

3. Teridentifikasi dari sisi partisipasi dapat dilihat bahwa aplikasi SIMPEG belum 

sepenuhnya memuat data yang realtime karena masih banyak pegawai yang belum 

melakukan update data. Hal ini terlihat pada rencana kerja tahun ini masih terdapat 

strategi BKPSDM untuk melakukan update data SIMPEG secara realtime. 

4. Teridentifikasi dari sisi transparansi bahwa aplikasi SIMPEG ini belum transparan 

untuk digunakan seluruh pegawai. Hal ini terlihat dimana pegawai tidak 

diinformasikan bahwa pada pertengahan hingga akhir bulan, aplikasi SIMPEG 

mengalami pengembangan yang dapat menyebabkan gangguan pada penggunanya. 

5. Teridentifikasi dari sisi manajemen perubahan terlihat bahwa Aplikasi SIMPEG belum 

dapat dikatakan sebagai manajemen perubahan pada kepegawaian. Hal ini dapat 

dilihat karena Aplikasi SIMPEG tidak bisa diunduh melalui appstore atau playstore 

melainkan terdapat link tersendiri yang dibagian melalui kepala OPD. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merasa Penerapan Sistem 

Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru belum cukup baik di laksanakan pada 

tahun 2021 hingga 2023. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan 

Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru”. 

Tinjauan Pustaka 
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Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri N0.17 tahun 2000 disebutkan bahwa Sistem 

Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) merupakan suatu totalitas terpadu yang 

terdiri dari perangkat pengolah meliputi pengumpul prosedur, tenaga pengolah dan 

perangkat lunak, perangkat penyimpanan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat 

komunikasi yang saling berkaitan, saling ketergantungan dan saling menentukan dalam 

rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian.  

Konsep dasar sistem informasi manajemen kepegawaian adalah  :  

a. Input (Masukan) adalah kemampuan dan keterampilan pegawai dalam kegiatan 

mengumpulkan berbagai data kepegawaian untuk dilakukan pengolahan. 

b. Process (Pengolahan) adalah kemampuan dan keterampilan yang dimilik oleh pegawai 

dalam melakukan proses kegiatan pengolahan data 

c. Output (Keluaran) adalah kemampuan memproduksi keluaran sesuai dengan 

kebutuhan-kebutuhan organisasi dan hasil akhir dari proses sistem informasi manajemen 

yang berbentuk informasi serta disajikan secara akurat, tepat waktu (up to date), handal, 

konsisten, dan relevan. 

E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses 

pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Istilah e-Government berhubungan 

dengan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk me-

ningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antara pemerintah dan pelaku 

bisnis, dan di antara instansi pemerintah itu sendiri baik antara eksekutif, yudikatif, maupun 

legislatif. Semua hal tersebut dengan bantuan teknologi internet yang dapat dilakukan di 

mana saja dan kapan saja (Indrajit, 2012). 

Booz  Allen  dan  Hamilton dalam satu studinya bersama Berstelment Foundation 

mengenalkan apa yang disebut sebagai balanced  e-Government  scorecard  sebagai  alat  ukur  

performa  pemerintahan  yang menerapkan e-Government. Terdapat lima dimensi  dalam 

balanced e-Government scorecard  yang masing-masing dijabarkan dalam berbagai kriteria 

secara lebih detil. Kelima dimensi itu adalah manfaat,  efisiensi,  partisipasi,  transparansi,  dan  

manajemen  perubahan.  

a) Dimensi  pertama,  manfaat.  Dimensi  manfaat  berhubungan  dengan  kualitas  dan  

kuantitas layanan  yang  diberikan  dan  bagaimana  masyarakat  mendapatkan  manfaat  

dari  layanan  tersebut. Termasuk dalam kriteria ini adalah: 

1) Cakupan layanan yang sudah diimplementasikan. 

2) Bagaimana  layanan  tersebut  bisa  diakses  dalam  “one  stop  shop” dari  satu  portal 

menuju berbagai layanan. 

3) Kemudahan penggunaan dalam mendapatkan layanan tersebut. 

b) Dimensi  kedua,  efisiensi.  Efisiensi  berhubungan  dengan  bagaimana  teknologi  bisa 

mempercepat  proses  dan  meningkatkan  kualitas  layanan. Kriteria  dalam  efisiensi,  di  

antaranya: 

1) Ketersediaan arsitektur  proses,  aplikasi  dan  database yang  bisa  berjalan baik  ketika 

ditubuhkan Perencanaan sumber daya dan keuangan secara baik 
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2) Pemanfaatan  platform  teknologi  informasi  dan  teknologi  secara  maksimal  pada 

keseluruhan aspek 

3) Kualitas dan ruang lingkup pelatihan bagi para staf dan pegawai. 

c) Dimensi  ketiga,  partisipasi.  Ini  berhubungan  dengan  pertanyaan  apakah  layanan  yang 

diberikan  memberikan  kesempatan  yang  luas  kepada  masyarakat  untuk  memberikan 

partisipasi  dalam  penyampaian  pendapat  dan  proses  pengambilan  keputusan.  

Beberapa kriteria dalam hal ini, di antaranya: 

1) Akses langsung masyarakat terhadap orang yang berkepentingan melalui web 

2) Pertimbangan terhadap umpan balik dan keinginan masyarakat Pengaruh dan 

keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan Kemungkinan  untuk  

memperdebatkan  topik  yang  menyangkut  masyarakat  umum (tersedianya fasilitas 

chatting, forum, milis). 

d) Dimensi  keempat, transparansi.  Apakah pemerintah dalam hal ini  mendorong 

keterbukaan informasi  menuju  proses  transparansi  dalam  pemerintahan.  Kriteria  

transparansi,  di antaranya: 

1) Banyaknya  informasi  yang  dikeluarkan  pemerintah  dalam  proses  pengambilan 

keputusan (misalnya konferensi pers, release hasil rapat kabinet, dan lain‐lain) 

2) Informasi status  permohonan aplikasi  yang diajukan masyarakat.  Apakah masyarakat 

misalnya  bisa  menanyakan  dan  mengetahui  secara  langsung  apakah  permohonan 

aplikasinya disetujui atau tidak. opicality of information 

e) Dimensi kelima, manajemen perubahan. Ini terkait dengan proses implementasi apakah 

ada  proses review yang jelas dan dikelola dengan baik. Kriteria dalam hal ini, di antaranya: 

1) Strategi  pengembangan,  misalnya  seberapa  besar  implementasi  melibatkan 

perbandingan dan studi kasus dengan implementasi di tempat lain. 

2) Kualitas kontrol dan review 

3) Keterlibatan dan motivasi dari pegawai 

Metode 

Tipe yang di gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif karena peneliti ingin penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk 

menggambarkan dan menjelaskan situasi dimana dalam penelitian ini peneliti 

mendeskripsikan bagaimana Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 

(SIMPEG) Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 

Kota Pekanbaru. Pendeskripsian ini tidak hanya dilakukan untuk mengumpulkan data saja, 

akan tetapi juga melakukan analisis, dan mengamati fenomena yang sedang terjadi 

dilapangan 

Sedangkan metode yang digunakan pada penilitian ini adalah kualitatif karena peneliti 

menganggap metode ini lebih mudah disesuaikan dengan fonomena yang terjadi dilapangan, 

demikian pula penelitian kualitatif ini dapat membangun hubungan secara langsung antara 

peneliti dengan informan. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif bukan berbentuk angka-
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angka melainkan data berasal dari naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan lapangan, 

catatan memo, dan dokumen pribadi lainnya. 

Hasil dan Pembahasan 

Dalam melihat bagaimana penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 

(SIMPEG) di  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 

Kota Pekanbaru dilakukan wawancara kepada enam orang informan yang dibedakan menjadi 

5 indikator yakni : 

1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru 

dapat dilihat dari sisi manfaat. Manfaat ini tergambar dari bagaimana Layanan Sistem 

Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) oleh Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru dapat memberikan 

kontribusi bagi pelayanan kepegawaian di Kota Pekanbaru. Dapat dikatakan dari segi 

manfaat, aplikasi SIMPEG belum dapat memberikan manfaat seluruhnya karena belum 

semua layanan kepengurusan kepegawaian tersedia pada aplikasi SIMPEG. Kemudian 

belum seluruh layanan pada aplikasi SIMPEG dapat diakses sepenuhnya. Hal ini 

berkaitan karena pada layanan SIJALA hanya menyediakan informasi pemberitahuan 

kenaikan gaji berkala saja. Untuk otoritas/wewenang input/permohonan kenaikan gaji 

berkala tetap dilakukan secara manual. Layanan yang diberikan juga belum dapat 

dikatakan mudah karena link untuk mengunduh aplikasi merupakan link khusus yang 

hanya dibagikan secara internal antar instansi di Kota Pekanbaru. Secara spesifik tujuan 

dari pengembangan SIMPEG/Sistem Informasi Kepegawaian adalah untuk mendukung 

integritas data, kemudahan pengaksesan, dan kemudahan pengelolaan sehingga dapat 

mendukung kelancaran pelaksanaan dan fungsi dalam bidang administrasi 

kepegawaian. Dengan adanya aplikasi SIMPE dapat memberikan manfaat terhadap 

kepengurusan kepegawaian. Aplikasi SIMPEG harus memberikan manfaat terhadap 

penggunanya.  

2. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru 

dapat dilihat dari sisi efisiensi. Aplikasi SIMPEG ini belum efisien pada pegawai di 

lingkungan pemerintahan Kota Pekanbaru dalam kepengurusan kepegawaian karena 

belum tersinkronisasinya antara aplikasi SIMPEG dan aplikasi SIASN. Aplikasi SIMPEG 

telah dianggarkan pada dokumen perencanaan instansi BKSPDM. Pegawai 

dilingkungan pemerintahan Kota Pekanbaru telah memanfaatkan platform yang ada di 

aplikasi SIMPEG misalnya platform SICUTI. Seluruh staf memiliki peran yang 

signifikan dalam pengembangan aplikasi SIMPEG.  

3. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru 
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dapat dilihat dari sisi partisipasi. Akses langsung masyarakat tidak diizinkan dalam 

aplikasi SIMPEG. Aplikasi ini hanya diperuntukkan bagi pegawai yang berstatus ASN 

saja. Hal ini menunjukkan masyarakat tidak dapat berkontribusi dan berpartisipasi 

langsung terhadap aplikasi ini. Belum adanya umpan balik dari aplikasi SIMPEG. 

Layanan aduan dan keluhan masih ditangani secara manual dengan berkonsultasi 

langsung ke BKPSDM. 

4. Hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa penerapan Sistem Informasi 

Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru dapat dilihat dari sisi transparansi. 

Aplikasi SIMPEG memberikan informasi sesuai dengan layanan yang diberikannya. 

Namun masih terdapat layanan yang belum lengkap informasinya. Informasi status 

permohonan dapat dilihat pada aplikasi SIMPEG telah tersedia informasi status 

permohonan. Namun untuk verifikasi oleh atasan masih melakukan konfirmasi secara 

manual Seluruh topik informasi yang tersedia di SIMPEG ada 4 layanan. Sehingga 

hanya kepengurusan pegawai yang berkaitan dengan 4 layanan tersebut yang bisa 

diakses. Hal ini menunjukkan transparansi aplikasi SIMPEG belum berjalan 

sepenuhnya. 

5. Dari sisi manajemen perubahan, telah dilakukan pengembangan pada aplikasi SIMPEG 

dari versi1 hingga versi 4. Namun dari beberapa perubahan masih terdapat kelemahan 

yakni belum dapat diunduh pada playstore dan belum terintegrasi dengan SIASN. 

Kualitas kontrol aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam 

memproses informasi permohonan dimulai setelah pegawai membuat permohonan 

maka atasan langsung atau bagian kepegawaian akan melakukan verfikasi. BKPSDM 

sendiri sebagai instansi kepegawaian terlibat langsung dalam pengelolaan aplikasi 

khususnya terkait permasalahan yang sifatnya teknis dan pengembangan. 

 Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat apa saja yang menjadi hambatan dalam 

penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di  Badan 

Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru. 

1. Jika dilihat dari sisi manfaat bahwa Aplikasi SIMPEG belum memberikan manfaat 

sepenuhnya kepada penggunanya yakni pegawai di lingkungan  BKPSDM Kota 

Pekanbaru karena belum seluruh kepengurusan kepegawaian dapat dilakukan 

melalui aplikasi ini. Dapat dilihat bahwa hanya 4 layanan kepengurusan kepegawaian 

yang dapat dilakukan pada aplikasi SIMPEG. 

2. Hambatan dari sisi efisiensi dapat dilihat bahwa Aplikasi SIMPEG belum efisien 

sebagai aplikasi kepegawaian. Aplikasi SIMPEG belum terintegrasi dengan aplikasi E-

Kinerja oleh Badan Kepegawaian Nasional sehingga dalam hal pencapaian kinerja 

pegawai masih menginput pada masing-masing aplikasi. Hal ini tentu saja menjadi 
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hambatan yang berarti karena saat ini pegawai harus melakukan entry data 

kepegawaian pada aplikasi yang dibuat Kementerian Pusat yakni SIASN. 

3. Hambatan dari sisi partisipasi dapat dilihat bahwa aplikasi SIMPEG belum 

sepenuhnya memuat data yang realtime karena masih banyak pegawai yang belum 

melakukan update data. Hal ini terlihat pada aplikasi SIMPEG dimana masih banyak 

pegawai yang belum lengkap datanya. Hambatan ini telah tertuang pada rencana kerja 

BKPSDM tahun 2023. 

4. Hambatan dari sisi transparansi bahwa aplikasi SIMPEG terus dilakukan 

pengembangan dan perbaikan. Namun tidak adanya konfirmasi dilakukan oleh pihak 

BKPSDM kepada kepegawaian dan belum disediakannya penanganan keluhan pada 

aplikasi ini. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi SIMPEG ini belum transparan untuk 

digunakan seluruh pegawai. 

5. Berdasarkan gambar 5.17 terlihat halaman error ketika membuka aplikasi SIMPEG 

oleh BKPSDM Kota Pekanbaru. Pada gambar 5.17 terlihat bahwa aplikasi SIMPEG 

masih memiliki hambatan dari sisi transparansi. Hal ini disebabkan ketika aplikasi 

sedang mengalami gangguan atau pengembangan maka tidak adanya konfirmasi 

resmi. Sehingga pegawai harus mencari tahu terlebih dahulu atau bahkan membiarkan 

hal ini terjadi tanpa ada pemberitahuan. Hal ni menunjukkan masih terdapat 

hambatan dari sisi transparansi pada aplikasi SIMPEG oleh BKPSDM Kota Pekanbaru. 

6. Melihat hambatan dari sisi manajemen perubahan terlihat bahwa Aplikasi SIMPEG 

belum dapat dikatakan sebagai manajemen perubahan pada kepegawaian. Hal ini 

dapat dilihat karena Aplikasi SIMPEG tidak bisa diunduh melalui appstore atau 

playstore melainkan terdapat link tersendiri yang dibagian melalui kepala OPD. 

Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Penerapan Sistem Informasasi 

Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Penerapan Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru  belum memberikan 

manfaat sepenuhnya kepada pegawai Kota Pekanbaru, aplikasi SIMPEG juga belum 

efisien bagi pegawai ASN, belum seluruh pegawai berpartisipasi dalam penerapan 

SIMPEG, transparansi belum dilakukan secara menyeluruh pada aplikasi SIMPEG dan 

manajemen perubahan yang belum maksimal dari aplikasi SIMPEG oleh BKPSDM Kota 

Pekanbaru. 

2. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru memberikan manfaat 

bagi pelayanan kepegawaian di Kota Pekanbaru. Namun belum dapat memberikan 

manfaat seluruhnya karena belum semua kepengurusan kepegawaian yang ada 

diaplikasi SIMPEG.  Belum semua layanan yang dapat diakses. 
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3. Efisiensi dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota 

Pekanbaru ini dikatakan belum efisien dalam kepengurusan kepegawaian karena belum 

tersinkronisasinya antara aplikasi SIMPEG dan aplikasi SIASN.  

4. Partisipasi SIMPEG dilihat dari akses langsung masyarakat tidak diizinkan dalam 

aplikasi SIMPEG. Aplikasi ini hanya diperuntukkan bagi pegawai yang berstatus ASN 

saja. Hal ini menunjukkan masyarakat tidak dapat berkontribusi dan berpartisipasi 

langsung terhadap aplikasi ini. Belum adanya umpan balik dari aplikasi SIMPEG.  

5. Transparansi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) memberikan 

informasi sesuai dengan layanan yang diberikannya. Namun masih terdapat layanan 

yang belum lengkap informasinya. Informasi status permohonan dapat dilihat pada 

aplikasi SIMPEG. Namun untuk verifikasi oleh atasan masih melakukan konfirmasi 

secara manual Seluruh topik informasi yang tersedia di SIMPEG ada 4 layanan.  

6. Manajemen perubahan tergambar melalui sejauh mana strategi pengembangan aplikasi 

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang mengikuti pengembangan 

teknologi aplikasi. Telah dilakukan pengembangan pada aplikasi SIMPEG dari versi1 

hingga versi 4. Namun dari beberapa perubahan masih terdapat kelemahan yakni belum 

dapat diunduh pada playstore dan belum terintegrasi dengan SIASN.  

7. Hambatan dalam dalam Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 

(SIMPEG) di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 

Kota Pekanbaru terlihat dari layanan yang diberikan terbatas sehingga belum 

memberikan manfaat seluruhnya. Kemudian terdapat juga hambatan SIMPEG belum 

tersinkronisasi dengan aplikasi SIASN oleh Kementerian Pusat sehingga belum dikatakan 

efisien. Aplikasi SIMPEG masih terkendala pada partisipasi dimana ASN belum 

melakukan update data seluruhnya secara realtime. Kendala juga terlihat dari tidak 

adanya konfirmasi ketika aplikasi sedang perbaikan dan hambatan terlihat dari hingga 

saat ini SIMPEG telah melakukan pembaharuan namun tetap belum dapat diunduh di 

playstore. 
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